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BUPATI GARUT

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan
Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan
Penghasilan Aparatur Sipil Negara,

bahwa sehubungan ada perubahan mengenai mekanisme
pembayaran tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara,
maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan
Aparatur Sipil Negara;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1_950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
ngkungan Propinsi Jawa Barat {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400j;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perim-bangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan. Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2094
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1.4
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56,

Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 5379y,

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

'I‘ahun‘ 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor 9);

16. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Garut (Berifa Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut
(Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139j;

MEMUTUSKAN:

Merietapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL
NEGARA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 26 ayat {2) huruf d Peraturan Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2020
tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 3} diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
MEKANISME PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 26

(1} TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dihitung setiap bulan oleh
Pembantu Bendahara Pengeluaran (Bendahara Gaji) paling lambat setiap
tanggal 11 bulan berikutnya berdasarkan basis data hasil penilaian kinerja.

{2} Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai
berikut:

a. pembayaran TPP didasarkan pada hasil penghitungan pagu anggaran TPP
setelah memperhatikan laporan penilaian kinerja masing-masing pegawai,

b. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat
Perintah Membayar Langsung (SPM-I.8} untuk pembayaran TPP dengan
dilampiri daftar penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. TPP dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya; dan




d. khusus untuk TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari tahun
anggaran berikutnya dengan mempertimbangkan penilaian produktivitas
kerja dan penilaian disiplin kerja bulan Desember.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 30 - 4 - 2020

BUPATI GARUT,
ttd

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 30 - 4 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,
ttd

DENI SUHERLAN
BIZRITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2020 NOMOR 21



